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Bermula dari kekhawatiran terhadap konsumen selaku pengguna produk kosmetik palsu yang beredar di
pasaran atas produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha, serta menganalisisnya dengan kacamata hukum dan
sistem peradilan pidana. Penelitian menggunakan teori hukum serta landasan hukum yang berlaku dan yang
diperbaharui; mengkaji pelaku usaha yang patut mempertanggungjawabkan perbuatannya, jalur pidana
sebagai ultimum remedium, serta menelaah regulasi Korea Selatan terkait penegakan hukum pelaku usaha
yang menjual dan produksi kosmetik berbahaya. Objek penelitian dalam tesis berupa studi kasus pengadilan
menggunakan ketentuan Perlindungan Konsumen dan regulasi Merek dan Indikasi Geografis. Pelaku tindak
pidana yang melakukan pemal suan produk secara bersama-sama dibahas menggunakan teori hukum
concursus dan deelneming sebagai pisau analisis penelitian. Metode yang digunakan penelitian bersifat
doktrinal. Hukum pidana hadir bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam konteks
perlindungan konsumen khususnya pada Pasal 62 dan Pasal 63. Pemidanaan terhadap pelaku pemalsuan
produk kosmetik patut mengutamakan sanks pidana, sertaterhadap produk kosmetik palsu yang telah
beredar perlu dimusnahkan. Elemen penegak hukum seperti Kepolisian, Kegaksaan serta BPOM RI harus
berjalan bersamaan agar terciptanya penegakan hukum terhadap pelaku peredaran kosmetik illegal dan patut
mempertimbangkan regulasi baru, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang K esehatan.
...... Starting from the concerns of consumers as users of counterfeit cosmetic products circulating in the
market for products which produced by business actors, and analyzing them through the lens of law and the
criminal justice system. The research uses legal theories aswell as applicable and updated legal foundations;
examines business actors who should be held accountable for their actions, the criminal path as the ultimum
remedium, and examines South Korean regul ations related to law enforcement of business actors who sell
and produce adulterated cosmetics. The research object in the thesisis a court case study using the
provisions of Consumer Protection and the regulation of Trademarks and Geographical Indications.
Criminal offenders who commit product counterfeiting together as discussed using the legal theory of
concursus and deelneming as aresearch analysis knife. The method used is doctrinal research. Criminal law
exists to protect the interests of society in the context of consumer protection, especially in Article 62 and
Article 63. Punishment of the perpetrators of counterfeiting cosmetic products should prioritize criminal
sanctions, and counterfeit cosmetic products that have been circulating need to be destroyed. Law
enforcement elements such as the Police, the Prosecutors, and BPOM RI must work together in order to
strengthen law enforcement against perpetrators of such as Law Number 1 of 2023 concerning the Crimina
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Code (National Criminal Code) and the Law Number 17 of 2023 concerning Health.



